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MOTO 

 

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 1 

 

“Hal-hal besar tidak dicapai secara tiba-tiba, melainkan melalui perpaduan dari 

serentetan hal-hal kecil yang dilakukan dengan baik dan sempurna”2 
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 Al-Baqarah: 153 

2 Vincent Van Gogh 
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RINGKASAN 

Mekanisme Pengenaan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember; Devi 

Nuryana, 110903101038; 2014: 65 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.  

 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat diaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. Selain itu pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang sangat 

dominan, salah satunya adalah Pajak Air Permukaan (PAP). Prktek Kerja Nyata ini 

dilaksanakan di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember. Tujuan dari Praktek 

Kerja Nyata adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pengenaan, Pembayaran dan 

Pelaporann Pajak Air Permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan Proovinsi Jawa Timur 

Jember. 

   Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi 

perkantoran, (2) Mempelajari materi yang terkait dengan Pajak Daerah khususnya Pajak 

Air Permukaan (PAP). Mekanisme perpajakan Air Permukaan dimulai dari mekanisme 

Pendataan dan Pendaftaran, wajib pajak mendaftarkan diri dengan membawa surat ijin 

pengambilan dan/atau pemanfaatan dari Dinas Perairan kepada petugas pajak yang 

merupakan pegawai UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, kemudian hasil 

pendataan tersebut diserahkan pada seksi Pendataan dan Pendaftaran. Mekanisme 

selanjutnya yaitu Penetapan, data dari seksi Pendataan dan Pendaftaran diserahkan ke seksi 

Penetapan untuk dihitung Nilai Perolehan Air kemudian data-data tersebut di masukkan ke 

Surat Ketetapan Pajak Daerah. Kemudian mekanisme pembayaran, wajib pajak membayar 

pajak air permukaan ke bagian Pembayaran dan Penahihan dalam hal ini wajib pajak harus 
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membawa KTP dan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Seksi Pembayaran membuat bukti 

pembayaran. Mekanisme Penyetoran, dimulai dari Seksi Pembayaran melakukan 

penyetoran kepada Kantor Kas Daerah melalui Bank Jatim, kemudian Bendahara khusus 

penerima melakukan penyetoran kepada Kantor Kas Daerah pada hari yang sama disertai 

Surat Tanda Setoran (STS) dan mendapat Tanda Bukti Penerimaan (TBP). Mekanisme 

yang terakhir yaitu Mekanisme Pelaporan, Bendahara Penerimaan Pembantu menerima 

Surat Tanda Setor (STS) dan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dari Bank Jatim dan 

melaporkan pendapatan pajak pemanfaatan air permukaan pada Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur. Kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Timur Surabaya mengeluarkan Tanda Bukti 

Penerimaan (TBP) sebagai tanda bukti bahwa UPT. Dinas Pendapatan sudah menyetorkan 

dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menerima penyetoran dan memberikannya 

kepada UPT. Dinas Pendapatan yang bersangkutan. 

Sistem pemungutan Pajak Air Permukaan menggunakan Official Assesment System 

yang merupakan suatu system pemungutan yang memberi wewenang penuh kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Pelaksanaan Pajak Air Permukaan di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 

sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini 

dibuktikan dengan patuh nya wajib pajak melaksanakan pembayaran Pajak Air Permukaan 

(PAP).Dengan mudah nya system pembayaran diharapkan  hasil dari pungutan pajak 

daerah mengembangkan perekonomian daerah. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 421.1/415/120.372/2014,Ilmu Administrasi, 

Program Studi Diploma III Perpajakan,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Jember. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan masyarakat dan negara 

dalam proses pembangunan, baik itu pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. 

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendaparan Asli Daerah (PAD) yang 

berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD), 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah 

yang sah.  

Dengan adanya Otonomi Daerah maka pemerintah daerah berupaya meningkatkan 

pendapatan daerah melalui sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah 

harus mengoptimalkan potensi yang ada di daerahnya dan meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar  pajak. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah 

untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah 

mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan 

Undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari 

pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan daerah yang menurut peraturan yang 

ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

daerah terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, sebagai berikut: 

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: 

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 
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a) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 

c) Pajak Air Permukaan; 

d) Pajak Rokok. 

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 

a) Pajak Hotel; 

b) Pajak Restoran; 

c) Pajak Hiburan; 

d) Pajak Reklame; 

e) Pajak Penerangan Jalan; 

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g) Pajak Parkir; 

h) Pajak Air Tanah; 

i) Pajak Sarang Burung Walet; 

j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 Pajak daerah yang dikelola oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi 

Jawa Timur Jember diantaranya adalah: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 

c. Pajak Air Permukaan (PAP); 

d. Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan (RTLKHH). 

 Jenis pajak diatas merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat mengoptimalkan 

penerimaan daerah. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Jember merupakan pelaksana pemerintah di bidang pendapatan yang diberi wewenang 

untuk memungut Pajak Daerah. Pajak Daerah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember salah satunya adalah pajak Air 
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Permukaan. Pajak Air Permukaan merupakan salah satu sektor pajak yang dapat 

meningkatkan penerimaan daerah. Pajak ini merupakan sumber pendapatan daerah yang 

sangat berpotensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan 

pelayanan masyarakat dalam mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan ini dikenakan 

kepada perusahaan atau badan-badan lain yang menggunakan, mengambil dan 

memanfaatkan air sebagai fasilitas pendukung berjalannya perusahaan.  

 Penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember karena jumlah realisasi penerimaan kas dalam 

kurun waktu 3 tahun terakhir ini melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya jumlah target dan realisasi kas pada UPT. Dinas Pendapatan 

Provinsi Jawa Timur Jember sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Target dan  Realisasi Penerimaan Kas Tahunan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa 

Timur Jember (Tahun Anggaran 2011,2012, 2013 dan 2014) 

No Tahun Target Realisasi 

 Anggaran Jumlah (Rp.) Jumlah (Rp.) % 

1. 2011 85.650.315.250 196.272.192.284 229,16 

2. 2012 205.642.304.000 206.489.712.471 100,41 

3. 2013 221.814.703.000 246.210.405.778 111,00 

4. s/d Mei 2014 236.339.146.000 98.938.992.841 41,86 
Sumber: UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 2014 

 Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah kota Jember Nomor 9 

Tahun 2010 bahwa Pajak Air Permukaan dipungut atas pajak pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk 

keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Sedangkan Air Permukaan adalah 

semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di 

laut maupun di darat. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10%. 
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 Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Nilai 

Perolehan Air Permukaan digunakan untuk menghitung pajak air permukaan. Nilai 

Perolehan Air Permukaan dihitung dalam rupiah dengan mempertimbangkan sebagian atau 

seluruh faktor yang meliputi: 

a. Jenis sumber air; 

b. Lokasi sumber air; 

c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 

e. Kualitas air; 

f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air. 

 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember berperan aktif 

dan bertanggung jawab atas keberhasilan penerimaan Pajak Air Permukaan Provinsi Jawa 

Timur. Pelaksanaan Perpajakan Air Permukaan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan 

Provinsi Jawa Timur Jember sampai saat ini sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan patuhnya wajib pajak 

memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, 

sehingga target dan realisasi UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember setiap 

tahunnya bisa tercapai bahkan meningkat sampai 100% dari target yang telah ditentukan. 

Berdasarkan arsip UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember jumlah target dan 

realisasi penerimaan kas pajak Air Permukaan 3 tahun terakhir, yakni sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Kas Pajak Air Permukaan UPT. Dinas Pendapatan Jawa 

Timur Jember (Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 dan 2014). 

No Tahun Target Realisasi 

 Anggaran Jumlah (Rp.) Jumlah (Rp.) % 

1. 2011 129.373.750 231.124.850 178,65 

2. 2012 240.762.000 249.684.420 103.71 

3. 2013 136.025.000 299.164.300 219,93 

4.  s/d Mei 2014 232.465.000 87.382.349 37,59 
 Sumber: UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 2014 

 Dari data tersebut dapat dilihat bahwa target pendapatan Pajak Air Permukaan pada 

UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember pada Tahun  2013 sebesar 

Rp136.025.000,00 dengan prosentase 219,93% dari realisasi penerimaan sebesar  

Rp299.164.300,00. Dari tahun anggaran 2011-2013 realisasi pendapatan mengalami 

kenaikan sampai dengan 100% jika dibandingkan dengan target penerimaannya. Dapat 

disimpulkan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa target dan realisasi penerimaan kas 

pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember akan menurun atau meningkat 

pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa tertarik 

untuk mengambil judul tentang “Mekanisme Pengenaan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak 

Air Permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 

yang berperan penting dalam pembangunan daerah. Dengan ditetapkannya Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya 

untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah sangat berperan penting dalam penerimaan daerah guna 

meningkatkan pembangunan bagi pemerintah Daerah Provinsi yaitu sebagai sumber 
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Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai beberapa sektor pajak, khususnya Pajak Air 

Permukaan. 

 Peranan Pajak Air Permukaan sangatlah penting bagi daerah karena dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengacu dari dasar itu dan tidak lepas dari 

judul laporan yang penulis angkat, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimana Mekanisme Pengenaan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Air 

Permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember?”. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

 Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata adalah: 

Dapat mengetahui dan memahami mekanisme pengenaan, pembayaran dan pelaporan Pajak 

Air Permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember; 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, meningkatkan kreativitas serta 

ketrampilan untuk menghadapi persaingan dalam dunia kerja nantinya; 

b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas mengenai 

mekanisme pengenaan, pembayaran dan pelaporan pada UPT. Dinas Pendapatan 

Provinsi Jawa Timur Jember; 

c. Untuk melatih kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara 

teori dan praktek; 

d. Untuk membantu pelaksanaan administrasi perpajakan Air Permukaan pada UPT. Dinas 

Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Pajak 

2.1.1  Pengertian Pajak 

 Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri,  

Definisi pajak menurut Soemitro, (dalam Mardiasmo 2011:1) pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Supriyanto (2011:2) 

Pengertian Pajak adalah iuran atau pungutan ajib pajak yang dipungut oleh pemerintah dari 

masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya 

pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. 

 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang 

dibebankan kepada rakyat terhadap kas negara yang besifat memaksa berdasakan undang-

undang, dimana rakyat tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung melainkan 

digunakan untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. 

 

2.1.2 Unsur-unsur Pajak  

 Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2011:1) pajak memiliki empat unsur yaitu: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan 

barang). 

b. Berdasarkan undang-undang. 

 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaanya. 
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c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. 

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh 

pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang 

bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.3 Fungsi Pajak 

 Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi 

(Mardiasmo 2011:1-2), yaitu : 

a. Fungsi anggaran (Budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya; 

b. Fungsi mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh :  

a) Fungsi penerimaan(Budgetair), yakni dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai 

penerimaan dalam negeri; 

b) Fungsi mengatur (Regulerend), yakni dikenakannya pajak yang tinggi terhadap 

minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Pajak yang tinggi 

dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup  

konsumtif. 

 

2.1.4 Dasar Hukum Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2011:4) Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-

hukum sebagai berikut: 

a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya; 

b. Hukum Public, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.  

Digital Repository Universitas Jember



9 

 

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut: 

a) Hukum Tata Negara; 

b) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif); 

c) Hukum Pajak; 

d) Hukum Pidana. 

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum pablik. Hukum 

pajak menganut paham imperative, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. 

 

2.1.5 Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil 

 Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak 

dengan wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak menurut Mardiasmo (2011:5), yakni: 

a. Hukum Pajak Materiil, menurut norma-norma yang menerangkan antara lain perbuatan, 

peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek 

pajak), beberapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan 

hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak; 

 Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan. 

b. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil 

menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat 

antara lain: 

1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak; 

2) Hak-hak untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai 

keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak; 

3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan pencatatan dan 

hak-hak wajib pajak. 

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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2.1.6 Pengelompokan Pajak 

  Menurut Mardiasmo (2011:5-6) menyatakan bahwa pajak dikelompokan menjadi 

tiga, yaitu: 

a. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua macam yaitu: 

a) Pajak langsung 

adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

b) Pajak tidak langsung 

adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Pajak menurut sifatnya ada dua yaitu: 

a) Pajak Subyektif  

adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti 

memperhatikan keadaan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

b) Pajak Obyektif 

adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri 

wajib pajak. 

Contoh ; Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

c. Pajak menurut lembaga pemungutannya dibedakan menjadi dua yaitu: 

a) Pajak Pusat 

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah dan Bea Materai 

Digital Repository Universitas Jember



11 

 

b) Pajak Daerah 

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga daerah itu sendiri. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak 

Kabupaten atau kota. 

 

2.1.7 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak 

Pengertian Wajib, Subjek, dan Objek Pajak sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk 

pemungut atau pemotong pajak tertentu. 

b. Subjek Pajak  

 adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

c. Objek Pajak 

adalah bentuk kegiatan baik yang di lakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa 

menimbulkan hutang pajak. 

 

2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2011:6-8) adalah sebagai berikut: 

a. Stelsel Pajak 

1) Stelsel nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhmya diketahui; 

2) Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang; 
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3) Stelsel campuran  

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

b. Asas Pemungutan Pajak 

1) Asas domisili (asas tempat tinggal) 

 Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang 

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun 

dari luar negeri; 

2) Asas sumber  

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya 

tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 

3) Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

1) Official Assesment System 

adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 

(a) Wewenang untuk menentukan besarnya  pajak terutang ada pada fiskus; 

(b) Wajib pajak bersifat pasif; 

(c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2) Self Assesment System 

adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya 

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan  besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

(a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak; 
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(b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang; 

(c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) With Holding System  

adalah suatu pungutanan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan 

fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan beasarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

 

2.2 Akuntansi Pajak 

2.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak menurut Supriyanto (2011:2-3) 

 Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Pengertian 

Akuntansi itu sendiri adalah suatu proses pencatatan dan penggolongan suatu transaksi 

keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah 

pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak utuk membiayai 

pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa adanya balas jasa secara langsung. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pajak adalah suatu proses 

pencatatan,penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan 

kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiscal sesuai 

dengan ketentuan dan ketentuan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat 

Pemberitahuan Tahunan. 

 

2.3 Pajak Daerah 

2.3.1 Definisi Pajak Daerah 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak 

Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan digunkan untuk keperluan 
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daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak 

kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak  

Dasar Hukum Pajak Daerah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 

 

2.3.3 Objek dan Tarif Pengenaan Pajak Daerah 

 Objek Pajak Daerah dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: Pajak Daerah Tingkat 

I dan Pajak Daerah Tingkat II. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 

Tahun 2010 ada lima jenis pajak yang dikelola oleh Pajak Daerah Tingkat I yaitu: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 

Tarif PKB ditetapkan sebesar: 

1) 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor 

pribadi atau Badan; 

2) 1,0 % (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum; 

3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, 

lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; 

dan 

4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat 

besar. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 

1) Penyerahan Pertama sebesar 15% (lima belas persen) 

2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen) 
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c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 

Tarifnya sebesar 10% (sepuluh persen); 

d. Pajak Air Permukaan (PAP); 

Tarifnya sebesar 10% (sepuluh persen); 

e. Pajak Rokok; 

Tarifnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. 

 

2.4 Pajak Air Permukaan (PAP) 

2.4.1 Definisi Pajak Air Permukaan 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pajak Air 

Permukaan dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di 

daerah yang merupakan salah satu sumber potensi kekayaan alam yang dapat dijadikan 

sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna mewujudkan otonomi 

daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. 

 Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah pajak atas pengambilan 

dan pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali 

untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat dengan tetap memperhatikan dan 

menjaga kelestarian lingkungan. 

 Sedangkan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan  tanah, 

tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Dikecualikan dari objek 

Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk 

keperluan dasar rumah tangga, pertanian rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian 

lingkungan. 
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2.4.2 Mekanisme Pelaksanaan Perpajakan Air Permukaan 

Mekanisme pelaksanaan perpajakan Air Permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan 

Provinsi Jawa Timur Jember sebagai berikut: 

a. Pendataan dan Pendaftaran 

Wajib Pajak mendaftarkan diri ke UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Jember dengan membawa surat ijin pengambilan dan/atau pemanfaatan dari Dinas 

Pengairan, kemudian diserahkan ke petugas pajak yang merupakan pegawai UPT. Dinas 

Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, selanjutnya hasil dari pendataan tersebut 

diserahkan kepada seksi pendataan dan pendaftaran. 

b. Penetapan 

Seksi penetapan menerima data dari seksi pendataan  dan pendaftaran kemudian seksi 

penetapan melakukan perhitungan besarnya Nilai Pemakaian Air (NPA). Selanjutnya 

seksi penetapan mencatat data-data berupa nomor, tanggal, nama wajib pajak, alamat 

wajib pajak, jenis dan nomor berkas, tarif pajak, nomor kohir, volume/areal/daya, nilai 

pemakaian air, dan besarnya ketetapan pajak. Setelah itu data tersebut dimasukkan ke 

dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 

c. Pembayaran dan Penagihan 

Pelaksanaan pembayaran Pajak Air Permukaan ini dilakukan oleh wajib pajak.Setelah 

wajib pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), wajib pajak 

melaksanakan pembayaran Pajak Air Permukaan di Kantor UPT. Dinas Pendapatan 

Provinsi Jawa Timur Jember. Sebelum melaksanakan pembayaran wajib pajak harus 

menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sesuai dengan identitas wajib pajak 

yang bersangkutan dan membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).Setelah wajib 

pajak membayar pajak yang harus dibayar maka wajib pajak memperoleh Bukti 

Pembayaran.Pelaksanaan Penagihan ini hanya dilaksanakan jika wajib pajak tidak 

melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran. Penagihan dilandasi oleh Surat 

Tagihan Pajak Daerah (STPD), jika seorang wajib pajak tidak melakukan pembayaran 
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terhitung mulai 30 hari sejak tanggal penetapan, selanjutnya akan dikenakan sanksi 

berupa denda sebesar 2% dari jumlah yang ditetapkan. 

d. Penyetoran 

Seksi Pembayaran melakukan penyetoran kepada Kantor Kas Daerah melalui Bank 

Jatim, proses pembayarannya dimulai dari bendahara penerima pembantu kemudian 

merekap bukti penerimaan Pajak Air Permukaan yang akan diserahkan kepada bendara 

khusus penerimaan. Proses yang terakhir bendahara khusus penerimaan melakukan 

penyetoran kepada Kantor Kas Daerah pada hari yang sama disertai Surat Tanda Setoran 

(STS) dan mendapat Tanda Bukti Penerimaan (TBP). 

e. Pelaporan 

Bendahara Penerimaan Pembantu menerima Surat Tanda Setor (STS) dan Tanda Bukti 

Penerimaan (TBP) dari Bank Jatim dan melaporkan pendapatan pajak pemanfaatan air 

permukaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) sebagai tanda bukti bahwa UPT. 

Dinas Pendapatan sudah menyetorkan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah 

menerima penyetoran dan memberikannya kepada UPT. Dinas Pendapatan. 

 

2.4.3 Dasar Hukum Pajak Air Permukaan  

 Dasar Hukum Pajak Air Permukaan yaitu: 

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 yang mengatur tentang 

PajakDaerah; 

c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air 

untukmenghitung Pajak Air Permukaan. 
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2.4.4 Objek Pajak Air Permukaan 

 Menurut pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah, yang menjadi objek pajak air permukaan adalah pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dikecualikan dari objek pajak air permukaan adalah 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan 

pertanian rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 

 

2.4.5 Subjek dan Wajib Pajak Air Permukaan 

 Menurut pasal 38 Peraturan Daerah  Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah, yang menjadi subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau 

badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. 

Sedangkan wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan  

pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.Dengan demikian, pada pajak air permukaan 

pengertian subjek pajak lebih luas dari wajib pajak.Subjek pajak adalah barangsiapa yang 

dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan sedangkan yang 

ditetapkan menjadi wajib pajak adalah siapa yang nyata-nyata melakukan pengambilan dan 

atau pemanfaatan air permukaan.Setiap subjek pajak wajib pajak harus melapor dan 

memperoleh izin pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dari gubernur sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.4.6 Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

pasal 39 tentang Pajak Daerah, yang menjadi dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah 

Nilai Perolehan Air Permukaan. Nilai Perolehan Air Permukaan diperoleh dari Harga dasar 

air dikalikan dengan Volume air. Nilai Perolehan Air Permukaan dihitung dalam rupiah 

dengan mempertimbangkan sebagai atau seluruh faktor sebagai berikut: 
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a. Jenis sumber air; 

b. Lokasi sumber air; 

c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 

e. Kualitas air; 

f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air. 

 

    

 

 Penggunaan faktor-faktor di atas disesuaikan dengan kondisi masing-masing 

.daerah provinsi yang menetapkan pajak air permukaan. 

 

2.4.7 Tarif Pajak Air Permukaan  

 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah dijelaskan pada pasal 41 tentang tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 

10% (sepuluh persen). 

 

2.4.8 Mekanisme Perhitungan Pajak Air Permukaan 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah dijelaskan pada pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perhitungan besaran pokok pajak air permukaan yang 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan.  Mekanisme 

penghitungan Pajak Air Permukaan sebagai berikut: 

Nilai Perolehan Air = Harga Dasar Air x Volume Air 
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Keterangan: 

PAP  : Pajak Air Permukaan 

Tarif  : 10% 

NPA  : Nilai Perolehan Air 

 Penentuan volume pemakaian air pada pajak air permukaan dimulai dari wajib pajak 

mendaftar pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan setelah itu Dinas Pekerjaan Umum 

Pengairan berasama Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 

melaksanakan tinjauan lokasi, selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mengukur 

volume pemakaian air yang telah digunakan wajib pajak selama 30 hari, kemudian bagian 

pengairan mencatat volume pemakaian air tersebut dan diserahkan ke UPT. Dinas 

Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember. 

 

2.4.9 Bagi Hasil Pajak Provinsi 

 Berdasarkan pasal 94 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi 

kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Pajak Terutang = Tarif x Nilai Perolehan Air 

NPA = Volume pemakaian air x Harga Dasar Air 
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Tabel 2.1 Bagi Hasil Pajak Provinsi 

No Bagi Hasil  Provinsi (%)  Kabupaten/Kota (%) 

(a)  (b)  (c)  (d)  

 
1 PKB 70 30 

2 BBNKB 70 30 

3 PBBKB 30 70 

4 PAP 50 50 

5 Pajak Rokok 30 70 

 Pembagian hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dilakukan dengan memperhatikan 

aspek pemerataan dan potensi antar daerah kabupaten atau kota hal ini dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa potensi antara satu kebupaten/kota yang satu dengan kabupaten/kota 

lainya tidak sama, maka untuk pemerataan dan keadilan dalam pembagian daerah 

kabupaten/kota besarnya bagian masing-masing kabupaten/koya berdasarkan pada 

kesepakatan kabupaten/kota yang ada dalam wilayah provinsi bersangkutan. 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Sejarah Singkat UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 

 Guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Surat Keputusan 

Menteri Dalam Negeri No. 303 Tahun 1977, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 

KUPD/7/7/39/-26, serta Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur tanggal 29 

November 1978 No. 8 Tahun 1978 yang semula bernama Kantor Cabang Pendapatan 

Daerah Provinsi Jawa Timur di Jember yang mempunyai wilayah kerja seluruh Kabupaten 

Daerah Tingkat II Jember dan kota Administratif Jember, selanjutnya sesuai dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Menurut  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

40 Tahun 2000 pembagian wilayah kerja ada dua bagian yaitu: 

1. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Barat dengan wilayah kerja 

operasional meliputi 17 Kecamatan; 

2. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Timur dengan wilayah kerja 

operasional meliputi 14 Kecamatan. 

 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi  Jawa Timur tanggal 

01 Agustus 2001 No. 35 Tahun 2001 bahwa pembagian wilayah kerja Unit Pelayanan 

Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember berubah menjadi sebagai berikut : 

1. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Barat wilayah operasional nya 

meliputi 17 kecamatan, yaitu Rambipuji, Sukorambi, Panti, Jenggawah, Ajung, Balung, 

Ambulu, Wuluhan, Tanggul, Semboro, Sumber Baru, Bangsalsari, Kencong, Jombang, 

Gumuk Mas, Puger dan Umbulsari; 

2. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Timur wilayah operasional nya 

meliputi 14, yaitu Sumbersari, Patrang, Kaliwates, Arjasa, Jelbuk, Sukowono, Pakusari, 

Kalisat, Sumberjambe, Ledok Ombo, Mayang, Silo, Tempurejo dan Mumbulsari. 
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Dalam upaya pencapaian tugasnya Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pedapatan Provinsi Jawa 

Timur Jember mempunyai visi, misi, strategi dan motto. 

1. Visi  

“Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dibanggakan dalam pelayanan 

public”. 

2. Misi  

 Misi dari UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember adalah: 

a) Bidang Pendapatan Daerah 

Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, 

partisipasif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.  

b) Bidang Pelayanan Publik 

 Mewujudkan pelayanan publik yang baik (Exellent Service), terpercaya dan 

transparan. 

c) Bidang Kelembagaan  

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi, dan 

profesional serta membangun system kelembagaan yang berbasis kempetesis. 

3.  Strategi 

a)  Strategi UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember adalah sebagai 

 berikut: 

 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

(a) Interaksi dan Ekstensifikasi; 

(b) Melaksanakan pungutan secara efektif dan efisien; 

(c) Sosialisasi setiap proses dan produk kebijakan pemungutan. 

b)  Perbaikan kualitas pelayanan pada masyarakat 

(a) Penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan; 

(b) Penerapan pelayanan prima; 

(c) Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana. 
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c) Peningkatan kualitas SDM 

(a) Memberdayakan karayawan secara professional; 

(b) Meningkatkan disiplin dan etos kerja; 

(c) Peningkatan kesejahteraan karyawan; 

(d) Mengadakan Diklat Fungsional dan Struktural. 

4. Motto 

“Profesional jiwaku, pelayanan terbaik tujuanku” 

“(profesionalis my soul, the best service is my good)” 

      

3.2  Struktur Organisasi 

 Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara bagian serta posisi 

yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi struktur organisasi adalah menjelaskan 

uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap karyawan. 

 Secara skematis struktur organisasi yang digunakan di UPT. Dinas Pendapatan 

Provinsi Jawa Timur Jember adalah struktur organisasi linier (lihat gambar 3.1) 

Struktur Organisasi 

UPT. Dinas Pendapatan Provinsi  Jawa Timur Jember 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala UPTD 

KaSuBag TU 

Kasi Pembayaran dan Penagihan Kasi Pendataan dan Penetapan 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 

 Sumber: UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 

 

3.2.1  Tanggung Jawab Masing-masing Struktur 

 Tanggung jawab masing-masing struktur adalah sebagai berikut: 

a. Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Bertanggung jawab kepada 

Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur  Jember. 

b. Sub bagian Tata Usaha 

1) Bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 

Jember; 

2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan administratife yang berhubungan dengan 

kegiatan ketatausahaan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember. 

c. Seksi Pendataan dan Penetapan 

1) Bertanggung jawab kepada kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 

Jember; 

2) Bertanggung jawa terhadap keberhasilan kegiatan penetapan. 

d. Seksi Pembayaran dan Penagihan 

1) Bertanggung jawab kepada Kepala  UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 

Jember; 

2) Bertanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan pembayaran dan pelunasan 

sesuai dengan  laporan realisasi; 

3) Bertanggung jawab terhadap keberhasilan Pendapatan Asli Daerah untuk 

melaksanakan penagihan kepada wajib pajak apabila ada yang tidak membayar. 

 

3.2.2 Tugas Masing-masing Struktur 

  Tugas masing-masing struktur adalah sebagai berikut: 

a. Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 
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b.  Memimpin pelaksanaan tugas UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember; 

c.  Mengkoordinasi, membimbing dan membina kepala seksi; 

d.  Menyusun rencana kerja anggaran UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 

 Jember; 

e.  Melakukan koordinasi dengan kantor bersama SAMSAT dan instansi terkait. 

 Tugas Sub bagian Tata Usaha, Seksi Pendataan dan Pendaftaran, Seksi Pembayaran dan 

Penagihan sebagai berikut: 

a. Sub bagian Tata Usaha 

1) Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga; 

2) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian; 

3) Mengelola perpustakaan; 

4) Mengelola administrasi keuangan; 

5) Menyediakan, mengelola dan merawat perlengkapan kantor; 

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD. 

b. Seksi Pendataan dan Pendaftaran  

1) Melaksanakan kohir, register penetapan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain; 

2) Merencanakan penerimaan dan penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan lain-

lain; 

3) Melaksanakan penetapan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain; 

4) Melaksanakan pengurangan/penghapusan penetapan pajak, retribusi dan pendapatan 

lain-lain; 

5) Meneliti pengaduan dan pengajuan permohonan keberatan dan restistusi pajak, 

retribusi dan pendapatan lain-lain; 

6) Menyediakan bahan pertimbangan pengambilan keputusan berkaitan dengan 

pengajuan permohonan keberatan dan restitusi; 

7) Mengirimkan pengajuan restitusi berikut kelengkapan persyaratan ke Dinas 

Pendapatan; 
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8) Menyampaikan data objek/subejek pajak, dan pendapatan lain-lain ke Seksi 

Penagihan dan Dinas Luar sebagai bahan pengecekan lapangan yang berkaitan 

dengan keberatan, penghapusan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain. 

c. Seksi Pembayaran dan Penagihan 

1) Menerima, meneliti tindasan bukti pembayaran dari Bendaharawan Khusus 

Penerima dan membukukan  penerimaan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan 

tindasan bukti pembayaran; 

2) Menerima pembayaran dengan Giro Bilyet; 

3) Merinci dan membukukan pembayaran pajak, retribusi pendapatan lain-lain 

berdasarkan tahun dan jenis penerimaan pada buku spesifikasi, merinci penerimaan 

Dinas berdasarkan Ikhtisar Bulanan II; 

4) Membukukan dan melaporkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ke Dinas 

Pendapatan; 

5) Mengirimkan tindasan bukti tanda bukti pembayaran dan daftar penyetoran ke seksi 

penagihan dan dinas luar dengan daftar pengantar; 

6) Menerima, membuka dan menghimpun berkas lunas dari seksi penagihan dan dinas 

luar; 

7) Menerbitkan surat keterangan fiscal dan/atau surat keterangan pelunasan 

pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain; 

8) Menerima laporan penerimaan dari Dinas/ Instansi Penghasil; 

9) Melakukan pencocokan penerimaan dari Dinas/ Instansi Penghasil dengan Laporan 

Bulanan; 

10) Menerima laporan ikhtisar bulanan I dari seksi penetapan dan membuat laporan 

ikhtisan bulanan II; 

11) Menerima dan meregister tindasan penetapan pajak, retribusi dan pendapatan lain-

lain dari seksi penetapan; 
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12) Menerima dan meregister tindasan tanda bukti pembayaran pajak, retribusi dan 

pendapatan lain-lain dari seksi pembayaran dan pelunasan; 

13) Melakukan penempelan tindasan penetapan dengan tindasan tanda bukti 

pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain; 

14) Membukukan dan meregister penetapan lunas dan atau tunggakan pajak, retribusi 

dan pendapatan lain-lain; 

15) Mengirimkan berkas ke Seksi Pembukuan dan Pelaporan; 

16) Menerima dan meregister Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, retribusi dan 

pendapatan lain-lain untuk disampaikan kepada Wajib Pajak; 

17) Menerima dan meregister Surat Teguran, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Surat 

Peringatan untuk disampaikan ke wajib pajak; 

18) Menerima dan mergister data objek/ subjek pajak dan pendapatan lain-lain sebagai 

bahan pengecekan lapangan yang berkaitan dengan permohonan dan laporan 

pengaduan masyarakat lainnya; 

19) Membukukan dan melaporkan hasil kegiatan dinas luar; 

20) Mengkoordinasikan kegiatan dinas luar meliputi pengecekan, peninjauan 

objek/subjek pungutan, penyampaian SPT, Surat Tegoran, SKKPDKB, SKPDKBT, 

STPD, Surat Peringatan dan atau lainnya berkaitan dengan pungutan pajak, retribusi 

dan pendapatan lain-lain; 

21) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. Dinas Pendapatan 

Provinsi Jawa Timur Jember. 

 

3.2.3 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

a. Tugas Unit Pelaksana Teknis 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pendapatan 

Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan 

operasional, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu tugas dari 
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UPTD adalah menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan 

koordinasi dengan instansi lain dalam hal perencanaan, pelakasanaan, serta pengendalian 

pemungutan pendapatan daerah.  

b. Fungsi Unit Pelakasana Teknis 

 Unit Pelaksana Teknis mempunyai beberapa fungsi yaitu: 

1) Perencanaan, meiputi segala usaha dan kegiatan dalam menyusun rencana 

pengelolaan dan penerimaan kas dari objek-objek PKB, BBNKB dan PAP; 

2) Pelaksanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan dalam penyelenggaraan 

pungutan dan pemasukan PAD serta menyetorkannya ke Kas Negara  Provinsi 

Jawa Timur melalui Bank Jatim; 

3) Pembinaan, meliputi segala usaha kegiatan dalam penyuluhan pada masyarakat 

kearah peningkatan PAD, perbaikan tata usaha dan peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat; 

4) Pemungutan, melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan pajak daerah 

meliputi teknis administasi dan operasional lapangan; 

5) Pelayanan, melaksanakan segala usaha dan kegiatan pelayanan masyarajat yang 

berhubungan dengan pemungutan pendapatan daerah; 

6) Koordinasi, melaksanakan segala usaha dan kegiatan koordinasi yang 

behubungan dengan pemungutan pendapatan daerah; 

7) Pengawasan, meliputi segala usaha kegiatan yang bersifat pengaman teknis dari 

tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bawahan masing-masing. 

 

3.3 Personalia 

 Peranan karyawan bagi sebuah perusahaan berupa keterlibatan mereka dalam sebuah 

perencanaan, sistem, proses dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. 

Demikian juga dengan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 
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mempunyai pegaawai. Jumlah pegawai UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 

Jember sebanyak 43 orang. 

 Di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember ada daftar hadir yang 

menggunakan system manual dan system online. Daftar  hadir ini berlaku untuk semua 

pegawai baik pegawai negeri maupun tenaga outsourching. Setiap pegawai harus mengisi 

daftar hadir sebelum apel pagi dan sesudah apel sore. Khusus untuk hari jumat pegawai 

selain mengisi daftar hadir harian juga harus mengisi daftar hadir untuk senam pagi.   
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BAB 5. KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Mekanisme Pengenaan, Pembayaran dan 

Pelaporan Pajak Air Permukaan terdiri dari lima kegiatan yaitu: 

1. Pendataan dan Pendaftaran 

2. Penetapan  

3. Pembayaran dan Penagihan 

4. Penyetoran 

5. Pelaporan 

Dalam pelayanan yang diberikan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 

Jember kepada wajib pajak sangatlah efektif dan wajib pajak tidak merasa kesulitan untuk 

melakukan pembayaran, hanya membawa  Surat Ketetapan Pajak Daerah Air Permukaan 

(SKPDAP) dan menunjukkan KTP sedangkan petugas pajak juga cukup ramah dan 

terampil dalam hal melayani pembayaran pajak air permukaan.  

 

5.2 Saran 

  Pelaksanaan Perpajakan Air Permukaan di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa 

Timur Jember sampai saat ini sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, oleh karena itu penulis memberikan saran kepada UPT. Dinas 

Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember agar tetap mempertahankan kinerja yang ada 

sehingga target dan realisasi penerimaan pajak air permukaan setiap tahunnya selalu 

meningkat. 
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